REVIEW POHON KINERJA
SATUAN PILISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAIANG

1.Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Indeks Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB 26 Tahun 2020 Lampiran halaman 40)

Indikator
>
| belum optimalnya RB Jika dalam suatu Kantor atau instansi sarana H
| prasarana Kantor tidak memadai, maka akan berpengaruh buruk pada |
kinerja kantor !
I | Penyebab

Belum optomlanya capaian RB ILumajang
Berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
\Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor :

/ |B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022, menunjukkan capaian Indeks RB Pemkab
Lumajang Tahun 2021 masih rendah sebesar 58,94 dengan kategori "CC"

Yakobus Buulolo Universitas Darma Agung, Medan

"Indeks/pengukuran kepuasan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang
baik" (sumber JURNAL GOVERNANCE OPINION , Volume 6 Nomor 2, Tahun 2021 (Oktober) penulis Bertha Nelya,

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat ( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ndikator Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik )
. Fenomena / rendahnya kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan (Hasil SKM tahun 2021) ANTARA
Penyebab LAIN
1. kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan 3,00
1. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat di Kantor 5. kesesuaian syarat yang terpublikasi 3,09
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang dilihat dar faktor sarana dan 3. kemudahan prosedur 3,20 .
prasarana belum sarpras dapat A' Ketepatan waktu 3,08 ’
P pelaksanaan tugas/capaian kinerja (sumber Publik: Jurnal Manajemen 4‘ Kecepatan waktu S'E‘ml elayanan 3,18
Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi - kecep: pey: g
5. kecepatan waktu selesai pelayanan 3,18
limu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume Ill Nomor 1 Juni 2016,
s Usan B ) 6. kesesuaian biaya/tarif yang dipublikasi/tertulis 3,06
P & 7. mahal murahnya biaya/tarif 3,36
) 8. kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi 3,20
9. kemampuan petugas 3,29
10.sikap perilaku petugas 3,44
11.kualitas sarana dan prasarana 2,94
12.kuantitas sarana dan prasarana 3,11
13 kecepatan respon keluhan/pengaduan 3,23
14 ketepatan penanganan pengaduan 3,30
“Dalam penegakan perda hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja |
bahwa kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat 1
“(skripsi IPDN Asdaf Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur , penulis Bangun Krismu Parikesit |
NPP.29.0912 Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong) 3
Lingkungan masyarakat yang tertb dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat | _ i
tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, | Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. |
16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegahdin; b ; Proentase penegakan perda/perkada (Permendagri No.18 Tahun 2028 Tentang Peraturan
pembinaan dan penyuluhan; c. patrol; d. pengamanan; e. pengawalan; . penertiban; dan | Indikator |Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 209 Tentang Laporan dan Evaluasi
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk | Pemerintah Daerah, Hal 60 Point &)
mengetahui peran Satpol PP dalam : o
masyarakat di Kota Depok, Provins Jawa Barat (Aminastia Lasahido, Adibah. dik. 2021, | pelum maximalnya capaian Kinerja yang di raih .
Peran Satuan Pols Pamong Prala dalam Penyelenggaraan Ktertsan Umum dan | Dalam capaian kinerja penegakan perda /perkada sampai tw 2 ahun 2022 penegakan
Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat | perda/perkada masih 80%. Dengan perhitungan formula perhitungan penegakan
| Fenomena / perda/perkada
| Penyebab - fumlah kasus pelanggaran perda/perkada yang diselesailan X100%
umla seluruh asus pelanggaran perda/perkada yang msuk
- 690 asus x100%
556 faus

‘Adanya indikasi
polte,

Jat tidak

Ketertiban umum,

Wajo. Neger)

Pencegahan Gang

guan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan

Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, dan Pengawalan

Secara umum, faktor utama banyaknya korban jiwa, kerusakan, dan kerugian
yang timbul akibat bahaya kebakaran adalah masih kurangnya pemahaman
dan kesadaran masyarakat, terutama mengenai bagaimana pencegahan dan--{ - >

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada

Usaha
(Kepmendagri 050-5889 Ta. 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi,

penanggulangan bahaya kebakaran. (Ayu Kartika, Siska, dkk. 2019. Sosialisasi Indikator Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Sekolah Luar
Biasa (SLB) Kota Balikpapan. Balikpapan. Abdimas Universal)

Fenomena Masih terjadi gangguan trantibum akibat kurangnya kemampuan deteksi dini di masyarakat

Kegiatan pelatihan dan penanganan kebakaran dalam pengabdian masyarakat dapat
memberikan pengetahuan mengenai faktor penyebab terjadinya kebakaran dan mengetahui

tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran dalan kegiatan sehari hari serta

dapat mendorong kepedulian terhadap pencegahan dan penanganan kebakaran dalam
komunitas lingkungan masyarakat ( Marfuah, Umi. 2020. Pelatihan pencegahan dan
penanganan kebakaran untuk warga rt 08 rw 09 kelurahan kebon pala kecamatan makasar
jakarta timur. Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat

Indikator

Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

Fenomena

kurangnya pemahaman masyarakat terkait pencegahan penanganan kebakaran




